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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Rh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RAHA

Memeriksa dan  mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang

dilangsungkan  secara  elektronik  telah  menjatuhkan  putusan  dalam  perkara

cerai talak antara:

PEMOHON, NIK : xxx, tempat dan tanggal lahir Lailangga, 01 Februari

1963,  agama  Islam,  pekerjaan  Petani,

pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten

Muna  Barat,  dengan  domisili  elektronik  pada

email xxxxxx@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Lasosodo, 05 Desember 1970,

agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD,

tempat  kediaman  di  Kabupaten  Muna  Barat,

sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07

Agustus  2024 yang  terdaftar  secara  elektronik  melalui  aplikasi  e-court  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Raha  pada  hari  itu  juga  dengan  register

perkara Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada  hari  Selasa tanggal  12  Oktober  2000  Pemohon dengan

Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lawa, sebagaimana bukti
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berupa  Duplikat  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :  xxxxxx,  dikeluarkan  di

Lambubalano, 20 Juli 2008;  

2. Bahwa  setelah  akad  nikah  Pemohon  dan  Termohon  hidup  bersama

sebagai  suami-istri  dengan  bertempat  tinggal  di  Desa  Lailangga,

Kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna Barat sebagai kediaman bersama

pertama dan terakhir;  

3. Bahwa  dari  pernikahan  tersebut  Pemohon  dan  Termohon  sudah

dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama : 

3.1. Xxxxxx,  Lahir  di  Lailangga,  07  Juli  2001,  Umur  23  Tahun,

Pendidikan Terakhir SMA, yang sekarang sedang bekerja di Ternate;  

3.2. xxxx, Lahir di Lailangga, 15 Februari 2003, Umur 21 Tahun, yang

sekarang sedang kuliah di Kendari;  

3.3. xxxxxxx,  Lahir  di  Lailangga,  08  April  2005,  Umur  19  Tahun,

Pendidikan  Terakhir  SMA,  yang  sekarang  sedang  merantau  di

Surabaya;  

4. Bahwa pada bulan November tahun 2006 Rumah Tangga Pemohon dan

Termohon tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon tiba-tiba pergi

meninggalkan kediaman bersama sampai dengan saat ini; 

5. Bahwa  atas  kejadian  tersebut,  Pemohon  dan  Termohon  telah  pisah

tempat tinggal yakni 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan dan selama

pisah  tempat  tinggal,  Pemohon  tinggal  di  kediaman  bersama  di  Desa

Lailangga,  Kecamatan  Wadaga,  Kabupaten  Muna  Barat  dan  Termohon

 tinggal di  Desa Kampobalano, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna

Barat; 

6. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan

atau memperdulikan lagi sampai saat ini; 

7. Bahwa  dengan  keadaan  rumah  tangga  seperti  dijelaskan  di  atas

Pemohon sudah tidak memiliki  harapan akan dapat hidup rukun kembali

bersama  Termohon  untuk  membina  rumah  tangga  yang  sakinah,

mawaddah, dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik

bagi Pemohon dan Termohon; 
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Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon

kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Raha  cq.  Majelis  Hakim  yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;  

2. Mengijinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i

kepada Termohon (TERMOHON) di muka sidang Pengadilan Agama Raha;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;  

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

Aequo Et bono); 

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang

menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di

persidangan  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  surat  panggilan  (relaas)

nomor : 285/Pdt.G/2024/PA.Rh yang diterima pada tanggal 12 Agustus 2024

dan nomor  :  285/Pdt.G/2024/PA.Rh yang diterima pada tanggal  28  Agustus

2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi

dan  patut  melalui  surat  tercatat,  sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak

datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah; 

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati  Pemohon agar berfikir  untuk

tidak  bercerai  dengan  Termohon,  tetapi  Pemohon  tetap  pada  dalil-dalil

pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  pemohonan

Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,  Pemohon

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.
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 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Lawa Kabupaten

Muna Barat, Nomor xxxxxx Tanggal 20 Juli 2008. Bukti surat tersebut

telah  diperiksa  oleh  Majelis  Hakim,  dicocokkan dengan aslinya  yang

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1,  Xxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan

tidak berkerja,  bertempat tinggal  di  kabupaten Muna,  di  bawah sumpah,

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah

kemenakan  Pemohon  sedangkan  Tergugat  adalah  suami  Penggugat

yang bernama Wa Rasiha; 

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal  di

DesaLailangga,  Kecamatan  Wadaga,  Kabupaten  Muna  Barat  sebagai

kediaman bersama pertama danterakhir; 

- Bahwa Pemohon danTermohon telah dikaruniai 3 (tiga) anak; 

- Bahwa  awalnya  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  rukun  dan

harmonis,  namun  sekarang  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon

sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi; 

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan

tidak harmonis lagi sejak tahun 2006; 

- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak

rukun  dan  tidak  harmonis  lagi  karena  Termohon  pergi  meninggalkan

Pemohon dan rumah kediaman bersama; 

- Bahwa  saksi  tidak  tahu  penyebab  Termohon  pergi  meninggalkan

Pemohon dan rumah kediaman bersama; 

- Bahwa  menurut  cerita  anak  Pemohon  dan  Termohon  sekarang

Termohon tinggal di Desa Lalemba; 

- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil

karena Termohon sudah menikah lagi; 

- Bahwa saksi mendengar cerita dari tetangga; 

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon jalan dengan laki-laki lain; 
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- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar kembali  rukun dengan

Termohon namun tidak berhasil; 

Saksi 2,  Xxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan

belum bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten muna,  di bawah sumpah,

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah

kemenakan  Pemohon  sedangkan  Tergugat  adalah  suami  Penggugat

yang bernama Wa Rasiha; 

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal  di

DesaLailangga,  Kecamatan  Wadaga,  Kabupaten  Muna  Barat  sebagai

kediaman bersama pertama danterakhir; 

- Bahwa Pemohon danTermohon telah dikaruniai 3 (tiga) anak; 

- Bahwa  awalnya  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  rukun  dan

harmonis,  namun  sekarang  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon

sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi; 

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan

tidak harmonis lagi sejak tahun 2006; 

- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak

rukun  dan  tidak  harmonis  lagi  karena  Termohon  pergi  meninggalkan

Pemohon dan rumah kediaman bersama; 

- Bahwa  saksi  tidak  tahu  penyebab  Termohon  pergi  meninggalkan

Pemohon dan rumah kediaman bersama; 

- Bahwa  menurut  cerita  anak  Pemohon  dan  Termohon  sekarang

Termohon tinggal di Desa Lalemba; 

- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil

karena Termohon sudah menikah lagi; 

- Bahwa saksi mendengar cerita dari tetangga; 

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon jalan dengan laki-laki lain; 

- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar kembali  rukun dengan

Termohon namun tidak berhasil; 
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Bahwa  Pemohon dalam  kesimpulannya  menyatakan  tetap  pada

permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon

putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  ternyata  Termohon  tidak  datang  menghadap  di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain  untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  surat  panggilan  (relaas)

nomor : 285/Pdt.G/2024/PA.Rh yang diterima pada tanggal 12 Agustus 2024

dan nomor  :  285/Pdt.G/2024/PA.Rh yang diterima pada tanggal  28  Agustus

2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi

dan  patut  melalui  surat  tercatat,  sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak

datangnya Termohon tersebut  disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh

karena itu pemohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus

secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,

yaitu  putusan  yang  dijatuhkan  tanpa  hadirnya  Termohon  dapat  dikabulkan

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa alasan pokok  Pemohon mengajukan permohonan

cerai adalah bahwa Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan kediaman bersama

dan telah pisah tempat tinggal selama 17 tahun 8 bulan;

Menimbang,  bahwa  meskipun  Termohon  dianggap  mengakui  atau

setidak-tidaknya  tidak  membantah  dalil-dalil  permohonan Pemohon  karena

Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan

perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;
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Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  permohonan  cerai

talaknya,  Pemohon telah mengajukan alat  bukti  surat P serta 2 (dua) orang

Saksi;

Menimbang,  bahwa  bukti  P  bermeterai  cukup,  dicap  pos  dan  telah

dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut telah sesuai dengan

maksud  ketentuan  Pasal  1888  KUHPerdata  dan  Pasal  3  ayat  (1)  huruf  b

Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2020  tentang  Bea  Meterai,  dan  oleh

karenanya Majelis Hakim menilai  bukti  surat tersebut dapat dipertimbangkan

lebih lanjut;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  telah  mengajukan  bukti  P  berupa

fotokopi Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

sebagai  akta  autentik,  bermeterai  cukup,  telah  dicap  pos  (nazegelen)  dan

sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,

isi  bukti  tersebut  menerangkan  bahwa  Pemohon telah  menikah  dengan

Termohon pada tanggal  12 Oktober 2000, relevan dengan dalil  yang hendak

dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai

akta otentik yang sempurna dan mengikat;

 Menimbang,  bahwa berdasarkan bukti  P tersebut  harus  dinyatakan

terbukti  bahwa  Pemohon dengan  Termohon adalah suami istri  sah, menikah

pada tanggal 12 Oktober 2000, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan

Agama Kecamatan  Lawa  oleh  karena  itu  Pemohon  memiliki  legal  standing

dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu:

Xxxxxx dan  Xxxxxx,  keduanya  telah  memberikan  keterangan  sebagaimana

telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua Saksi tersebut adalah orang dewasa yang

memberikan keterangan secara  terpisah di  bawah sumpah di  muka sidang,

keterangan kedua Saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada

halangan  diterimanya  kesaksian  Para  Saksi  tersebut,  maka  kedua  Saksi

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua
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Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Pemohon, bukti  tertulis

dan keterangan Para Saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum

yang disimpulkan sebagai berikut:

 Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri; 

 Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  sudah  tidak  harmonis  dikarenakan

Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

 Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 17

tahun;

 Bahwa  Pemohon  telah  berketetapan  hati  untuk  bercerai  dengan

Termohon;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di  atas,  perlu

dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak

pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini : 

Menimbang  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  39  Undang-Undang

Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yaitu  untuk  melakukan  suatu

perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup

rukun sebagai  suami  istri  dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil

mendamaikan kedua belah pihak. 

Menimbang,  bahwa   Majelis   Hakim   telah   berupaya   untuk

memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon

pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009. Namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu

pula  upaya  mediasi  juga  tidak  dapat  dilaksanakan  karena  ketidakhadiran

Termohon;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  dan  Termohon  telah  berpisah  tempat

tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah

berlangsung  tujuh  belas  tahun  tahun  lamanya  secara  berturut-turut  tanpa

alasan yang sah, oleh karenanya itu  telah memenuhi alasan perceraian yaitu

“salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut
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tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar

kemampuannya”;

Menimbang,  bahwa  dalam  kondisi  rumah  tangga  sebagaimana  telah

dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka jelas kedua belah

pihak tidak dapat  melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai

suami  istri  sebagaimana dimaksud dalam Pasal  33 dan 34 Undang-Undang

Nomor  1  Tahun  1974,  maka  apabila  perkawinan  antara  Pemohon  dan

Termohon  tersebut  tetap  dipertahankan  dikhawatirkan  akan  menimbulkan

mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  sependapat  dan  mengambil  alih

doktrin  hukum  Islam  yang  terdapat  dalam  Kitab  Al  Asybah  wan-Nadhoir,

halaman 62, yang berbunyi sebagai berikut:

المصالح        جلب علي م مقد المفاسد رء د

Artinya:  Menolak  kemafsadatan  lebih  didahulukan  daripada  menarik
kemaslahatan.

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  sebagai  pencegah  dalam  hal  ini

secara  ex  officio menaati  prosedur  yang  berlaku  dan  pada  akhirnya

mempertimbangkan  akan  menjatuhkan  putusan  yang  bersifat  menghentikan

atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan

paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

maka  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon  telah  dapat  dikategorikan  rumah  tangga  pecah  sehingga

permohonan  Pemohon  telah  memenuhi  alasan  perceraian  sebagaimana

tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun

1974 jo.  Pasal  19 huruf  (b)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal  116  huruf  (b)  Kompilasi  Hukum  Islam,  oleh  karenanya  permohonan

Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada

Pemohon  (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu  raj’i kepada Termohon

(TERMOHON) di  depan  persidangan  Pengadilan  Agama  Raha  pada  waktu

yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang,  bahwa  Termohon  tidak  datang  menghadap  dan  tidak
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menyuruh  orang  lain  untuk  datang  menghadap  di  persidangan  sebagai

wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan

tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan

yang  sah  sehingga  ketidakhadiran  Termohon  tersebut  mengakibatkan  tidak

dapatnya  didengar  keterangannya  atau  setidak-tidaknya  untuk  membantah

dalil-dalil Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk

dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149

yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis: 

فهو          يجب فلم المسلمـين حكام من حاكم الى دعى من
لـه    حـق ل ظـالم

Artinya :  ” Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim
dan gugur haknya ” ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

الدعوى        سماع جاز اوتعـززه لتواريه احضاره تعـذر وان
عليه   والحكم  والبينة

Artinya :  “ Bila Termohon/Termohon  berhalangan hadir karena bersembunyi
atau  enggan,  maka  Hakim  boleh  memeriksa  gugatan  dan
pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor  7  Tahun 1989

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor  3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat,  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan  Termohon  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;   

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek; 
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3. Memberi  izin  kepada Pemohon  (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak

satu  raj'i terhadap Termohon  (TERMOHON) di  depan sidang Pengadilan

Agama Raha;

4. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Raha pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi bertepatan

dengan tanggal  6  Rabi’ul  Awal  1446 Hijriah  oleh  Aisyah Yusriyyah Ahdal,

S.Sy.,  M.H. sebagai  Ketua  Majelis,  Muhammad Ubayyu  Rikza,  S.H.I. dan

Badirin, S.Sy, S.Hum., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan

disampaikan kepada pihak Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh

Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Lily

Rahmi,  S.H.I.. sebagai  Panitera  Pengganti,  dengan  dihadiri  oleh  Pemohon

secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.
Hakim Anggota,

Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I.

Hakim Anggota,

Badirin, S.Sy, S.Hum., M.H.
Panitera Pengganti

Lily Rahmi, S.H.I..

Perincian biaya :

-  PNBP : Rp60.000,00

-  Proses : Rp75.000,00
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-  Panggilan : Rp28.000,00

-  Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
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